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PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang dibahas, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Sanksi pidana terhadap TNI yang menggunakan dan mengedarkan
psikotropika berupa pidana penjara selama 1 tahun dan diberhentikan dari
dinas tanpa mendapat hak pensiun diikuti dengan sanksi administrasi
berupa pencabutan hak untuk memasuki angkatan bersenjata sesuai
dengan pasal 62 dan pasal 60 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997
tentang psikotropika jo Buku I KUHP pasal 35 ayat 2. Pelaksanaan pidana
penjara tersebut dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Umum. Hal ini
berarti TNI tersebut tidak akan kembali ke kesatuannya.

2. Kendala yang dihadapi oleh pengadilan militer dalam menangani kasus
psikotropika ialah dalam hal pemanggilan saksi sebagaimana dalam pasal
139 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer
yaitu; saksi sulit hadir untuk memberikan keterangan di pengadilan militer
karena saksi tersebut merupakan warga sipil dan sedang menjalani
penahanan sebagai terdakwa di pengadilan negeri. Akibatnya proses

persidangan di pengadilan militer ditunda.
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B. Saran

Dari uraian tersebut diatas penulis memberikan saran-saran, bahwa dalam
meningkatkan kredibilitas pengadilan militer terhadap penyalahgunaan

psikotropika pada TNI yang perlu dilakukan adalah :

1. Seharusnya sanksi pidana bagi anggota TNI yang menggunakan
psikotropika diganti dengan rehabilitasi karena TNI merupakan warga
negara yang wajib mendapat rehabilitasi apabila menggunakan
psikotropika dan mengalami ketergantungan sesuai dengan pasal 37 ayat
1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika.

2. Dalam menghadapi kendala pengadilan militer di bagian pemeriksaan
saksi, hal yang dapat dilakukan ialah oditur militer dapat bekerja sama
dengan instansi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penahanan
terhadap saksi tersebut dan pejabat yang memerintahkan penahanan
tersebut sebagaimana dalam pasal 140 (1) huruf d Undang-Undang
Nomor 31 tahun 1997. Pejabat yang dimaksud dalam hal ini ialah hakim
pengadilan negeri. Dengan adanya kerjasama tersebut, diharapkan tidak

ada lagi kendala dalam pemeriksaan saksi
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